DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomeor 10 Sumedang
i{.ﬂzﬁl} 201229, Fax : ( 0261 ) 207335

h

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 903/2 /Kep. DPRD /2008
Lampiran :
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2009 MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG.

Menimbang : a  bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran 2009, telah dibahas secara teliti,
cermat dan mendalam oleh Panitia Anggaran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
diatas, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009 Kabupaten
Sumedang menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
harus ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sumedang

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4406);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2008;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000
tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1
seri D.1);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D.6);

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009);

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur
Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran
Daerah Tahun 2007 Nomor 12);

19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 4 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun
2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang Tanggal 30 Januari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
Anggaran 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang.

KEDUA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang tahun

Anggaran 2009, sebagai berikut :



1. Pendapatan Daerah Rp.919.458.481.054,15

2. Belanja Daerah Rp. 941.144.944.979,98 (-)
Surplus / (Defisit) Rp. (21.686.463.926.00)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 23.086.463.926,00
b. Pengeluaran Rp. 1.400.000.000,00 (-)
Pembiayaan Netto Rp. 21.686.463.926,00

(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan:  Rp. 0,00

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi :SUMEDANG
Pada tanggal : 30 Januari 2009

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

e
Drs. AGUS WELIYANTO SANTOSO, SH

Salinan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;

3. Yth. Bupati Sumedang;




: BERITA ACARA

ERSETUJUAN BERSAMA

DE

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2009

Nomor: 903/ 01/BA/2008

; Pada hari ini Jum’at tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu
Sembilan (30 Januari 2009), Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Drs. ISMET SUPARMAT . Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang, beralamat di Jalan
Pangeran  Suriaatmaja Nomor 10
Sumedang, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang. Yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. DR. H. DON MURDONO, SH, M.Si. : Bupati Sumedang, yang beralamat di Jalan
Prabu Geusan Ulun Nomor 36 Sumedang,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 136 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah
melaksanakan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima),
ditandatangani di Sumedang pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk
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aynakan sebagaimana mestinya.
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